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Abstrak
 

Sejak bergulirnya reformasi, masalah otonomi sering menjadi bahan pembicaraan banyak kalangan, baik

kalangan politisi, birokrasi, akademisi dan bahkan masyarakat awam, terlebih kaitannya dengan kepentingan

daerah. Begitu juga dengan daerah Indragiri hilir yang ingin dimekarkan dengan Indragiri Selatan untuk

lebih meningkatkan kesejahteraan masyrakat lokal. Permasalahannya adalah, mengapa kabupaten Indragiri

Hilir harus melakukan pemekaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan

bagaimana pengaturannya dan kelayakan daerah otonom baru bagi Indragiri Hilir, serta apa kemungkinan

lain bila tidak dimungkinkan pemekaran. Untuk menjawab penelitian ini penulis menggunakan penelitian

hukum normatif dengan sifat penelitian deskriftif serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tertier,

data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan

bahwa, pertama Kabupaten Indragiri Hilir memang sangat perlu melakukan pemekaran untuk memdapatkan

pemerataan di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang selama ini dinilai belum merata, kedua

Kabupaten Indragiri Hilir memang sudah sangat layak untuk dimekarkan karena sudah  memenuhi segalah

pesyaratan yang datur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta serta sudah memenuhi seluruh

nilai indikator yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, ketiga apabila tidak

dimungkinkan pemekaran maka ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu infrastruktur, fasilitas

pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pemanfaatan sumber daya yang harus di prioritaskan pemerintah

kabupaten Indragiri Hilir. Kedepannya pemerintah harus benar-benar menseleksi lebih baik dan lebih rinci

lagi setiap daerah yang ingin melakukan pemekaran, apabila daerah tersebut memang layak menjadi daerah

otonom baru maka pemerintah harus mendukungnya, namun bila belum layak maka pemerintah wajib

mencegahnya, hal ini untuk menciptakan penyamarataan pembangunan di seluruh Indonesia.

......

Since the ongoing reforms, the issue of autonomy has often been the subject of much discussion among

politicians, bureaucracies, academics and even ordinary people, especially in relation to regional interests.

So also with Indragiri downstream area who want to expand with Indragiri Selatan to further improve the

welfare of local society. The problem is, why Indragiri Hilir regency should do expansion in an effort to

improve the welfare of local people, and how the regulation and feasibility of new autonomous regions for

Indragiri Hilir, and what other possibilities if not possible division. To answer this research the author uses

normative legal research with the nature of descriptive research and using primary law materials, secondary,

tertiary, the data obtained were analyzed by using qualitative approach. The result of this research shows

that firstly Indragiri Hilir regency really need to do expansion to get equity in infrastructure sector,

education, and health which have been considered unevenly, both of Indragiri Hilir Regency have been very

feasible to be expanded because they have fulfilled every requirement that datur in Law Number 23 Year

2014 and also has fulfilled all the values of the indicators set out in Government Regulation Number 78
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Year 2007, the third if not possible the division there are four aspects that must be considered, namely

infrastructure, educational facilities, health facilities, and resource utilization which should be prioritized by

Indragiri Hilir district government. In the future, the government should really select better and more

detailed every regions that want to expand, if the region is indeed worthy of being a new autonomous region

then the government should support it, but if not feasible then the government must prevent it, this is to

create generalization of development in throughout Indonesia.


